
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON 
NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TOMOHON, 

Menimbang a. bahwa pelaksanaan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2015 yang mengatur 
mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon 
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah, perlu diubah untuk melakukan 
penyesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 
khususnya pada kebijakan akuntansi persediaan; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam 
pelaksanaam kebijakan akuntansi persediaan, perlu adanya 
pedoman yang akan dijadikan dasar hukum pelaksanaannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Walikota Tomohon tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota 
Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang -Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republikf 

WALIKOTA TOMOHON 
PROVINSI SULAWESI UTARA 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 ll 



Menetapkan 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

20. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomorl 1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KE DUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. 

PASAL I 

Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 
89) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 
10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
(Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 140), diubah lampirannya 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.ft 



PASAL II 

Peraturan Walikota mi mulai berlaku 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
dalam Lembaran Daerah Kota Tomohondl - 

pada tanggal 

memerin tahkan 
penempatannya 

Parat Koordinasi Ditetapkan di Tomohon 
pada tanggal 4 Jan u a r i 2 Q 1 g Wakil Walikota 

WALIKOTA TOMOHON, Sekretaris Kota 

Asisten Perekonomian 

lnspektur Kota 

Kepala Bagian Hukum 

t Kepala BPKPD 

~I 

JIMMY EIDIE EMAN 

Diundangkan di Tomohon 
pada tanggal 4 Jan u a r i 201 9 

SEKRETARIS DAERAH KOT~ r5MOHON, 

HAR LD V. LOLOWANG 
BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2019 NOMOR 5 



KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

A. UMUM 

Tujuan 
Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan 
dalam laporan keuangan. 
Ruang Lingkup 

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 

2. Pemyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan 
Pemerintah Kota Tomohon, yang memperoleh anggaran berdasarkan 
APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. 

Definisi 

3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang 

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

4. Persediaan merupakan aset yang berupa: 
a. Barang a tau perlengkapan ( supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional pemerintah; 
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam 

proses produksi; 

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual 
atau diserahkan kepada masyarakat; 

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 

5. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan 

disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat 
tulis kantor, obat-obatan, alat kesehatan/KB, bahan medis, barang ( 



tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, barang bekas 

pakai seperti komponen bekas. 
6. Dalam hal Pemerintah Kota Tomohon memproduksi sendiri, 

persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses 
produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. 

7. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai 
persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, bibit 

tanaman. 
8. Persediaan dapat terdiri dari: 

a. Persediaan alat tulis kantor; 
b. Persediaan alat listrik; 
c. Persediaan bahan dan material; 
d. Persediaan benda pos; 
e. Persediaan obat-obatan dan alat kesehatan/KB/bahan medis; 
f. Persediaan bahan bakar; 
g. Persediaan bahan makanan pokok; 
h. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/ masyarakat; 
1. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat; 
J. Hewan dan/atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat. 
9. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam 

neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
10. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun 

Standar. 

B.PENGAKUAN 
11. Persediaan diakui pada saat: 

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah 
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal; l 



b. diterima a tau hak kepernilikannya dan/ a tau kepenguasaannya 

berpindah 

12. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik. 

13. Pemerintah Kota Tomohon menggunakan pendekatan beban dalam 

pengakuan beban persediaan dimana setiap pembelian barang 

persediaan pada tahun berjalan akan dicatat sebagai beban 

persediaan. 

14. Persediaan obat-obatan/alat kesehatan/KB/bahan medis diakui 

semua yang ada pada gudang farmasi milik Dinas Kesehatan 

Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan pada semua sarana 

kesehatan. 

C.PENGUKURAN 
15. Persediaan disajikan sebesar: 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya 
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya 
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara 
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan 
harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya 

perolehan. 
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi 

sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung 
yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak 
langsung yang dialokasikan secara sistematis. 

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau 
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan 
berkeinginan melakukan transaksi wajar (ann length transaction). 

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka 
pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan ( 



dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan 

menggunakan harga perolehan terakhir. 

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

16. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. 

17. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan: 
a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran 

persediaan. 
b. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan 

dalam pelayanan rnasyarakat, barang atau perlengkapan yang 
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk 
dijual atau diserahkan kepada rnasyarakat, dan barang yang 
masih dalam proses produksi yang dirnaksudkan untuk dijual 
atau diserahkan kepada rnasyarakat; dan 

c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalarn kondisi rusak atau 

usang."t., 


